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Change region switch the function of limited production forest area of the reserve has implications for the shape 
of people's activities in the region are limited. This study aims to determine the impact of the transition 
Perhutani office production forests into conservation forest area of the National Park on the socioeconomic 
conditions of rural communities around the area hutan.Metode research is a case study where data collection is 
done by using questionnaires and in-depth interviews and analysis of descriptive data. The results showed the 
impact of transfer of forest land to the socio-economic conditions of rural communities around the forest area, 
the social aspects of a decline in the number of pengarap land and increasing types of livelihood (of 6 types to 
13 types of livelihood) and from the economic aspect, noticeable decrease in the use of firewood by the head 
of each family as well as a decline in revenue on each head of family who make their livelihood as this 






Perubahan kawasan yang beralih fungsi dari kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan konservasi 
berimplikasi pada bentuk aktifitas masyarakat pada kawasan tersebut yang menjadi terbatas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dampak peralihan kawasan hutan produksi Perum Perhutani menjadi kawasan 
hutan konservasi Taman Nasional terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar kawasan 
hutan.Metode penelitian adalah studi kasus dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan kuisioner 
dan wawancara mendalam serta analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tentang dampak 
peralihan kawasan hutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, yakni 
pada aspek sosial terjadi penurunan jumlah pengarap lahan dan meningkatnya jenis mata pencaharian (dari 6 
jenis menjadi 13 jenis mata pencaharian) dan dari aspek ekonomi, terlihat penurunan pemanfaatan kayu bakar 
oleh tiap kepala keluarga serta terjadi penurunan pendapatan pada tiap kepala keluarga yang memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap.Hal ini berimplikasi terhadap berbagai persoalan yang timbul di masyarakat 
dimana dibutuhkan program pemberdayaan yang intensif. 
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 Pada tahun 2003, TNGGP 
mengalami penambahan luasan yang 
cukup signifikan. Berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 
tentang  Penunjukan dan Perubahan 
Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman 
Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, 
Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok 
Hutan Gunung Gede Pangrango seluas ± 
21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan 
Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di 
Provinsi Jawa Barat menjadi Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango, yang 
ditindaklanjuti oleh Berita Acara Serah 
Terima (BAST). 
Pengelolaan Kawasan Hutan 
Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas 
yang telah diubah menjadi Kawasan 
Konservasi Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango dari Perum Perhutani 
Kepada Departemen Kehutanan Nomor 
07/SJ/DIR/2009, Nomor BA.6/IV-
SET/2009 tanggal 29 Januari 2009 dan 
Berita Acara Serah Terima (BAST) 
Pengelolaan Hutan dari Perum Perhutani 
Unit III Jawa Barat dan Banten kepada 
Balai Besar Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango Nomor 002/BAST-
HUKAMAS/III/2009 - Nomor 1237/II-
TU/2/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang 
termuat di dalamnya petak-petak yang 
diserahkan dengan total luas 7.655,03 ha.  
Oleh karena itu, luas kawasan 
yang diserahkan oleh Perum Perhutani 
kepada TNGGP adalah 7.655,030 ha 
sehingga luas total kawasan sesuai BAST 
adalah 22.851,030 ha. Sebelum kawasan 
hutan dialihfungsikan masyarakat desa di 
sekitar kawasan hutan diperbolehkan 
menggarap tanaman tumpang sari di 
bawah tegakan damar. 
Karena kawasan tersebut sudah 
alih fungsi dari kawasan hutan produksi 
terbatas menjadi kawasan konservasi 
tentu saja segala bentuk aktifitas pada 
kawasan tersebut menjadi ilegal dan liar. 
Meskipun sudah dinyatakan terlarang, 
pada kenyataannya masih ada penggarap 
yang melakukan penggarapan di 
lahan/blok-blok yang sebelumnya 
merupakan kawasan Perum Perhutani. 
Desa Ginanjar merupakan desa 
yang berbatasan langsung dengan daerah 
perluasan. Beberapa blok yang terdapat 
di sekitar desa Ginanjar yaitu blok Datar 
Pari, Toblong, Cipamutih, Langbau, 
Citamiang, Kiarang Olong, Lembur 
Pasir, Citamiang, Cipamutih, Ciukir, 
Bingblu, Lembur Pasir, Ciukir, Pasir 
Malang, Cikonang, Cipeuteuy, Batu 
Beulah, Pasir Hantap, Citamleng, 
Cibitung, dan lainnya (Data Perambahan 
Total, 2009). 
  Jumlah luas keseluruhan blok 
tadi yaitu 143.01 Ha dengan jumlah 
Kepala Keluarga (KK) yang menggarap 
sekitar 289 KK dengan jenis tanaman 
garapan yang berupa singkong, buncis, 
jagung dan padi (Data Perambahan Total, 
2009). Hingga tahun 2012 sudah ada 
beberapa penggarap yang meninggalkan 
lahan garapan, yaitu pada Blok 
Cipamutih I, Cipanutih II, Cilimus, 
Ciukir, Batu Beulah, Cimunjul dengan 
persentase 20% pada tiap blok. 
Pada setiap blok juga terdapat 
kasus pencurian kayu, pencurian hasil 
hutan bukan kayu (HHBK) yang berupa 
getah damar, bermukim di lahan 
perluasan dan perburuan satwa yang 
terjadi pada rentang waktu 2011 – 2012 
(Peta Tematik Pendukung Pengamanan 
Hutan Resort PTN Wilayah Pasir Hantap, 
2012) 
Permasalahan dan kasus di atas 
merupakan masalah dan tantangan 
tersendiri bagi TNGGP sebagai 
pengelola kawasan. Dari berbagai kasus 
yang terjadi, terlihat jelas bahwa terdapat 
dampak sosial dan ekonomi akibat 
perluasan kawasan TNGGP. Oleh karena 
itu,  peneliti ini penting untuk dilakukan.  
Tujuan 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dampak peralihan kawasan 
hutan produksi Perum Perhutani menjadi 
kawasan hutan konservasi Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango 
terhadap kondisi sosial ekonomi 
masyarakat desa sekitar kawasan hutan. 
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Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilaksanakan pada 
bulan awal Januari - Februari 2014. 
Penelitian dilaksanakan di kampung 
Lembur Pasir, Desa Ginanjar, Kecamatan 
Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi 
Jawa Barat. 
Bahan dan Alat 
Alat yang digunakan pada 
kegiatan penelitian ini antara lain sebagai 
berikut: Alat Tulis (Pulpen) dan 
Kuisioner (Sebagai Alat Pemandu 
Wawancara). 
Metode Pengambilan Data 
Objek pada kegiatan penelitian 
ini adalah masyarakat Desa Ginanjar. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini ada dua jenis data yaitu:  
Data primer yang diperoleh 
langsung melalui kegiatan observasi dan 
wawancara terhadap Kepala Keluarga 
(KK) di kampung Lembur pasir yang 
meliputi Aspek Sosial ( Karakteristik 
masyarakat  yaitu umur, tingkat 
pendidikan, dan jumlah anggota 
keluarga, pengetahuan, tanggapan, dan 
interaksi masyarakat terhadap kawasan 
hutan) dan  Aspek Ekonomi (Mata 
pencaharian, pendapatan, luas dan 
kepemilikan lahan garapan).Data 
sekunder antara lain Kondisi umum 
lokasi penelitian, Peta perluasan Taman 
Nasional, Data Rekapitulasi Penggarap, 
dan berbagai referensi pustaka. 
Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode sampel 
berkelompok (Cluster Sampling).  
Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 
100 KK.. Sampel terbagi menjadi 2 
kelompok yaitu kelompok keluarga 
penggarap dan kelompok keluarga selain 
penggarap dengan sampel dari tiap 
kelompok sebesar 30% sehingga jumlah 
keseluruhan sampel sebanyak 30 KK ( 15 
KK penggarap dan 15 KK selain 
penggarap). Pengambilan data secara 
acak menggunakan kuisioner yang berisi 
pertanyaan mengenai kondisi sosial 
ekonomi masyarakat desa sebelum dan 
sesudah peralihan kawasan hutan. 
Analisa Data 
Pada penelitian ini dilakukan 
metode analisis data deskriptif untuk 
mengetahui dan menganalisis data yang 
terkumpul dari hasil kuisioner, 
wawancara mendalam, observasi dan 
studi pustaka (Najir, 1988). 
Analisa data data deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sebelum dan sesudah peralihan kawasan 
hutan. Data yang terkumpul hasil 
kuisioner dinyatakan dalam bentuk tabel 
karakteristik masyarakat, kondisi sosial 
ekonomi masyarakat sebelum dan 
sesudah peralihan kawasan hutan (mata 
pencaharian, pendapatan, luas lahan 
garapan, interaksi masyarakat dengan 
kawasan hutan, serta pengetahuan dan 
tanggapan masyarakat mengenai 
peralihan kawasan hutan.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Karakteristik Masyarakat 
Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan terhadap Kepala 
Keluarga (KK) di kampung Lembur 
Pasir, dapat disusun klasifikasi 
karakteristik KK yang dapat disajikan 
pada Tabel 1.
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Tabel 1. Klasifikasi Karakteristik Masyarakat 
Uraian Karakteristik  
Masyarakat 
Persentase 







Komposisi umur KK berdasarkan 
angkatan kerja 
Persentase 
Non produktif muda 
(< 17 tahun) 
-
Produktif 
(17  - 55 tahun) 
( 84%)
Non produktif tua  
(> 55 tahun) 
(16 %) 
 



































Sumber: Data Pengamatan 
 
a. Umur 
Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, dapat diketahui sebaran 
umur Kepala Keluarga di kampung 
Lembur Pasir. Klasifikasi umur KK di 
kampung Lembur Pasir berada pada usia 
produktif dan non produktif. Sebanyak 
88% KK berusia produktif (17 – 55 
tahun) dan sebanyak 12% merupakan KK 
berusia non produktif ( >55 tahun). 
b. Jumlah Anggota Keluarga 
Jumlah anggota keluarga yang 
ada pada setiap KK  di kampung Lembur 
Pasir memiliki karakteristik yang 
berbeda. Dari jumlah anggota keluarga 
kecil, sedang dan besar. Jumlah anggota 
keluarga pada setiap KK di kampung 
Lembur Pasir, sebesar 77 % merupakan 
anggota keluarga kecil dengan jumlah 
dua sampai empat anggota keluarga. 
Sebesar 18 % merupakan anggota 
keluarga sedang dengan jumlah lima 
sampai tujuh anggota keluarga. Sisanya 
sebesar 5 % merupakan anggota keluarga 
besar dengan jumlah lebih dari tujuh 
anggota keluarga. 
c. Pendidikan 
Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, saat ini KK di kampung 
Lembur Pasir berada pada tingkat 
pendidikan yang rendah (tamat sd), yaitu 
sebanyak 100%.  
 
 
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  
a. Mata Pencaharian Kepala 
Keluarga 
 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, dapat diketahui bahwa dari 47 
% KK yang sebelumnya memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap saja, 
sebanyak 17 % masih memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap saja. 
Selain bertahan dengan mata pencaharian 
yang lama, terdapat juga KK yang 
menambah mata pencahariannya, yaitu 
KK yang sebelumnya hanya menggarap 
saja, kini memiliki mata pencaharian 
sebagai penggarap dan berternak dengan 
jumlah 3 % setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan.  
 Selain itu terdapat KK yang 
mengganti mata pencahariannya setelah 
kawasan hutan dialihfungsikan, yaitu 
sebagai buruh bangunan (13%), buruh 
bangunan dan bertani (3%), buruh 
bangunan dan berternak (3%), guru (3%), 
dan sopir (3%). Selanjutnya, dari KK 
yang sebelumnya memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap dan 
penyadap (33%), setelah kawasan 
dialihfungsikan terdapat 3 % KK yang 
masih bertahan dengan mata pencaharian 
yang lama, yaitu sebagai penggarap dan 
penyadap.  
 Selain bertahan dengan mata 
pencaharian yang lama, terdapat juga KK 
yang bertahan dan menambah mata 
pencahariannya sesudah kawasan hutan 
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dialihfungsikan, yaitu memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap, 
penyadap, dan usaha warung (3%), serta 
penggarap, penyadap, dan berternak 
(7%).  
 Terdapat juga KK yang sudah 
tidak lagi menyadap dan atau mengganti 
mata pencaharian sebagai penyadap 
dengan mata pencaharian yang lain, yaitu 
sebagai penggarap dan berternak (3%), 
penggarap dan buruh bangunan (3%), 
serta sebagai penggarap saja (7%). Selain 
itu, terdapat juga KK yang beralih mata 
pencaharian sesudah kawasan hutan 
dialihfungsikan, yaitu menjadi pedagang 
(3%) dan buruh di kota (3%). 
 Untuk KK yang sebelumnya 
memiliki mata pencaharian sebagai 
penggarap dan buruh pikul (3%), setelah 
kawasan dialihfungsikan KK tidak lagi 
menjadi buruh pikul dan mengganti mata 
pencahariannya menjadi penggarap dan 
berternak kambing (3%). Hal tersebut 
dikarenakan setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan, sangat sedikit sekali 
bidang pekerjaan yang membutuhkan 
tenaga untuk memikul, terutama untuk 
memikul kayu tebangan. 
 Untuk KK yang sebelumnya 
memiliki mata pencaharian sebagai 
buruh bangunan, dari 10% KK yang 
sebelumnya bermata pencaharian sebagai 
buruh bangunan sebanyak 7% tetap 
menjadi buruh bangunan dan sebanyak 
7% menambah mata pencahariannya 
menjadi buruh bangunan dan pengumpul 
karet sesudah kawasan hutan 
dialihfungsikan.  
 Untuk KK yang sebelumnya 
memiliki mata pencaharian sebagai 
penjahit (3%) dan berdagang (3%), KK 
tidak mengganti ataupun menambah 
mata pencaharian setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan. 
b. Peningkatan Jenis Mata 
Pencaharian 
 Peralihan kawasan hutan 
memberikan dampak terhadap jenis – 
jenis mata pencaharian KK. Peningkatan 
tersebut dapat diketahui dari  keadaan 
sebelum peralihan kawasan hutan hanya 
terdapat 6 jenis mata pencaharian yaitu 
sebagai penggarap, penyadap, buruh 
angkut, buruh bangunan, berdagang dan 
penjahit.  
 Setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan, jenis mata pencaharian 
yang dimiliki oleh KK bertambah 
menjadi 13 jenis mata pencaharian yaitu 
sebagai penggarap, penyadap, buruh 
bangunan, warung, berternak, buruh di 
kota, bertani, pengumpul karet, ternak 
ikan, sopir, berdagang, penjahit, guru. 
Peningkatan jenis mata pencaharian ini 
menunjukkan bahwa dengan adanya 
peralihan kawasan hutan masyarakat 
menjadi lebih terdorong untuk 
menggunakan dan mengembangkan 
kemampuan usahanya di bidang yang 
lain.  
c. Luas Dan Kepemilikan Lahan 
Garapan 
 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, dapat diketahui bahwa 
sebelum peralihan kawasan hutan, 
sebanyak 20% KK menggarap di 
kawasan hutan dengan luasan sempit, 
sebanyak 50% KK menggarap di 
kawasan hutan dengan luasan sedang, 
sebanyak 14% KK menggarap di 
kawasan hutan di kawasan hutan dengan 
luasan luas, serta sebanyak 16% KK tidak 
menggarap lahan pribadi/di kawasan 
hutan.  
 Akan tetapi, setelah peralihan 
kawasan hutan, dapat terlihat penurunan 
persentase pada tiap luasan lahan. 
Penurunan tersebut yaitu dapat dilihat 
pada lahan dengan luasan sempit sebesar 
16% (dari 20% menjadi 3%), lahan 
dengan luasan sedang sebesar 10% (dari 
50% menjadi 40%), lahan dengan luasan 
luas sebesar 8% (dari 14% menjadi 6%). 
 Penurunan tersebut di karenakan 
keputusan KK untuk meninggalkan lahan 
garapannya. Persentase KK yang 
meninggalkan lahan garapan dari tiap 
luasan, yaitu lahan dengan luasan sempit 
sebesar 17%, lahan dengan luasan sedang 
sebesar 10%, lahan dengan luasan luas 
sebesar 7%. Alasan KK meninggalkan 
lahan garapannya, yaitu di sebabkan 
adanya pemberitahuan dari petugas 
kehutanan mengenai peralihan kawasan 
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hutan yang membuat kawasan hutan 
terlarang untuk digarap oleh masyarakat, 
sehingga KK harus mencari mata 
pencaharian pengganti. 
 Selain itu ada juga KK yang 
meninggalkan lahan garapan di sebabkan 
lahan garapan yang berkurang 
kesuburannya dan hama seperti monyet 
serta babi hutan, sehingga hasil panen 
pun menjadi menurun. Dengan 
menurunnya hasil panen berarti 
pendapatan KK juga berkurang bahkan 
bisa mengalami kerugian, oleh karena itu 
KK pun harus beralih mata pencaharian 
agar pendapatan KK cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari - hari.    
d. Pendapatan 
 Pendapatan KK di kampung 
Lembur Pasir berasal dari berbagai mata 
pencaharian yang dikerjakan oleh KK. 
Nilai pendapatan KK di kampung 
Lembur Pasir hanya dapat dituliskan 
dalam bentuk kisaran angka. Hal tersebut 
di karenakan sikap KK yang kurang 
terbuka untuk memberitahukan jumlah 
pendapatan perbulannya.    
 Berdasarkan Tabel 14, dapat 
dilihat bahwa sebelum peralihan kawasan 
hutan KK di kampung Lembur Pasir 
memiliki kisaran pendapatan Rp 
800.000,00 – Rp. 1.500,000,00 per bulan 
untuk KK yang memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap (47%), 
dan kisaran pendapatan Rp 800.000,00 – 
lebih dari Rp. 1.500,000,00 untuk KK 
yang memiliki mata pencaharian sebagai 
penggarap dan penyadap (33 %), 
penggarap dan buruh pikul (3%). 
Sedangkan KK yang memiliki mata 
pencaharian sebagai buruh bangunan 
(10%), penjahit (3%), dan berdagang 
(3%) memiliki kisaran pendapatan lebih 
dari Rp. 1.000.000,00 perbulan.  
 Setelah adanya peralihan 
kawasan hutan, kisaran pendapatan KK 
di kampung Lembur Pasir yaitu sebesar 
Rp. 500.000,00 – Rp. 1.500.000,00  
untuk KK yang bermata pencaharian 
sebagai penggarap, sebesar Rp. 
500.000,00 – lebih dari Rp. 1.500.000,00 
untuk KK yang bermata pencaharian 
sebagai penggarap dan penyadap (3%), 
penggarap dan buruh bangunan (3%), 
penggarap, penyadap dan warung (3%), 
penggaarap, penyadap dan berternak 
(7%), penggarap dan berternak (10%). 
serta kisaran pendapatan lebih dari Rp. 
1.500.000,00 yaitu untuk KK yang 
memiliki mata pencaharian sebagai 
buruh bangunan (20%), buruh bangunan 
dan bertani (3%), buruh bangunan dan 
pengumpul  karet (3%), buruh bangunan 
dan ternak ikan (3%), sopir (3%), 
berdagang (7%), penjahit konveksi (3%). 
 Untuk KK yang memiliki mata 
pencaharian sebagai buruh di kota 
memiliki kisaran pendapatan lebih dari 
Rp. 1.500.000,00. Sedangkan KK yang 
memiliki mata pencaharian sebagai guru 
memiliki kisaran pendapatan Rp. 
500.000,00 – Rp. 1.000.000,00, hal 
tersebut dikarenakan KK yang memiliki 
mata pencaharian sebagai guru bukanlah 
guru yang berasal dari pemerintahan 
(Pegawai Negeri Sipil) ataupun yayasan 
tertentu yang mendapatkan gaji bulanan 
tetap, tetapi KK tersebut merupakan guru 
yang dibayar seikhlasnya oleh orang tua 
murid untuk mengajarkan ilmu agama 
(mengaji) kepada anak - anaknya. 
 Peralihan kawasan hutan 
memberikan dampak terhadap 
pendapatan KK, yaitu menurunnya 
pendapatan minimum KK sebelum dan 
sesudah peralihan kawasan hutan. 
terutama kepada KK yang memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap. 
Penurunan tersebut sejumlah Rp. 
300.000,00 (dari Rp 800.000,00 menjadi 
Rp 500.000,00). Penurunan pendapatan 
tersebut dikarenakan terjadinya gagal 
panen akibat hama seperti babi dan 
monyet, serta harga jual panen yang 
terkadang naik turun. 
e. Pengetahuan, Persepsi, dan 
Interaksi Masyarakat Terhadap 
Kawasan Hutan 
 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, dapat diketahui bahwa seluruh 
masyarakat mengetahui adanya peralihan 
kawasan hutan. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan nilai persentase pengetahuan 
masyarakat yaitu sebesar 100%. Sumber 
pengetahuan masyarakat yaitu berasal 
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dari petugas kehutanan yang memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
peralihan kawasan hutan.  
 Akan tetapi meskipun 
masyarakat mengetahui tentang 
peralihan kawasan hutan, masih terdapat 
KK yang masih menggarap di kawasan 
hutan. Hal tersebut dikarenakan 
ketidakmampuan sejumlah KK untuk 
mencari mata pencaharian pengganti.  
 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, dapat diketahui berbagai 
tanggapan masyarakat mengenai adanya 
peralihan kawasan hutan. 
Beralihfungsinya kawasan hutan akan 
memunculkan berbagai tanggapan dari 
masyarakat. Sebanyak 33% masyarakat 
memiliki tanggapan negatif, tanggapan 
tersebut antara lain seperti “Hutan jangan 
ditutup, jika ditutup kami mau makan 
apa”, “Menutup hutan berarti membunuh 
kami pelan – pelan” dan “Hutan jangan 
ditutup, buka kembali hutan seperti 
zaman Perhutani”. 
 Selain tanggapan negatif, ada 
juga masyarakat yang menerima kawasan 
hutan dialihfungsikan yaitu sebanyak 
67%. Masyakat yang menerima peralihan 
kawasan hutan merupakan masyarakat 
yang menyadari bahwa lahan yang 
selama ini menjadi salah satu sumber 
penghidupan mereka bukanlah milik 
mereka. 
h. Interaksi Masyarakat Terhadap 
Kawasan Hutan 
 Peralihan kawasan hutan 
memberikan dampak terhadap interaksi 
masyarakat dengan kawasan hutan. Hal 
tersebut dapat diketahui dari perubahan 
pemanfaatan hasil hutan oleh KK di 
kampung Lembur Pasir. 
 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan dapat diketahui bahwa 
sebelum peralihan kawasan hutan 
terdapat hasil dari hutan yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain 
kayu bakar, getah damar, dan hasil 
garapan yang berupa singkong, kacang 
panjang, kumis kucing dan padi, serta 
buah yaitu pisang.  
 Dalam pemanfaatannya, terdapat 
KK yang memanfaatkan satu atau lebih 
dari hasil hutan, yaitu diantanya 
memanfaatkan kayu bakar (17%), kayu 
bakar dan singkong (34%), kayu bakar, 
singkong, dan pisang (3%), kayu bakar, 
singkong, dan getah damar (30%), kayu 
bakar, singkong, getah damar, dan 
kacang panjang (3%), kayu bakar dan 
kumis kucing (3%), kayu bakar dan padi 
(10%). 
 Sesudah peralihan kawasan 
hutan berbagai jenis hasil hutan dan hasil 
garapan yang dimanfaatkan oleh KK 
antara lain kayu bakar (43%), kayu bakar 
dan singkong (24%), kayu bakar, 
singkong, dan pisang (3%), kayu bakar, 
singkong, dan getah damar (10%), kayu 
bakar, singkong, getah damar, dan 
kacang panjang (3%), kayu bakar dan 
kumis kucing (3%), kayu bakar dan padi 
(7%), serta sebanyak 7% tidak 
memanfaatkan apapun dari kawasan 
hutan. 
 Pemanfaatan hasil hutan yang 
dilakukan oleh KK tentu saja berbeda 
saat sebelum dan sesudah kawasan hutan 
dialihfungsikan. Hal tersebut dapat 
diketahui dengan adanya penurunan dan 
peningkatan angka persentasi 
pemanfaatan hasil hutan. Penurunan 
tersebut terjadi terhadap KK yang 
memanfaatkan kayu bakar dan singkong 
(dari 34% menjadi 24%), kayu bakar 
singkong,dan getah damar (dari 30% 
menjadi 10%), kayu bakar dan padi (dari 
10% menjadi 7%). 
 Penurunan tersebut terjadi 
dikarenakan terdapat KK yang beralih 
mata pencaharian. Selain penurunan, 
kenaikan juga terjadi pada beberapa 
pemanfaatan hasil hutan yaitu 
pemanfaatan kayu bakar (dari 17% 
menjadi 43%). Kenaikan tersebut 
disebabkan KK yang sudah beralih mata 
pencaharian tidak lagi memanfaatkaan 
hasil hutan dari lahan garapan, jadi hanya 
kayu bakar saja yang dimanfaatkan. 
 Secara keseluruhan dari 
pemanfaatan hutan, dapat dilihat bahwa 
sebelum peralihan kawasan hutan seluruh 
KK (100%) memanfaatkan kayu bakar 
dari kawasan hutan. Akan tetapi sesudah 
peralihan kawasan, terdapat KK yang 
sudah tidak lagi menggunakan kayu 
Dampak peralihan fungsi kawasan hutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat
   | 8 
 
Volume 15 No. 1  Juni 2015  Jurnal Nusa Sylva,Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa 
  
bakar yaitu sebesar 7%. Hal tersebut 
dikarenakan KK sudah beralih 
menggunakan kompor yang berbahan 
bakar gas untuk memasak. 
 
PEMBAHASAN 
Dampak Peralihan Kawasan Hutan 
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 
Masyarakat Desa Di Sekitar Kawasan 
Hutan 
 Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, dapat disusun kondisi 
sosial ekonomi masyarakat kampung 
Lembur Pasir sebelum dan sesudah 
peralihan antara lain: 
a. Aspek Ekonomi 
Peralihan kawasan hutan berdampak 
terhadap ekonomi masyarakat yaitu 
terhadap pendapatan minimal 
masyarakat, hal itu dapat dilihat dari 
pendapatan minimal masyarakat yang 
bermata pencaharian sebagai penggarap 
sebelum peralihan kawasan hutan yaitu 
sebesar Rp. 800.00,00 menjadi Rp. 
500.000,00 per bulan setelah kawasan 
hutan dialihfungsikan. 
Hal tersebut dikarenakan sebelum 
peralihan kawasan hutan, hasil garapan 
petani belimpah dan jarang mengalami 
gagal panen. Akan tetapi, kondisi 
tersebut mengalami perubahan setelah 
kawasan hutan dialihfungsikan. Banyak 
hama seperti monyet dan babi hutan 
merusak tanaman pada lahan garapan, 
sehingga gagal panen kerap dialami oleh 
para petani. 
b. Aspek Sosial 
Dampak sosial yang dialami 
masyarakat yaitu beralihnya mata 
pencaharian beberapa Kepala Keluarga 
di Kampung Lembur Pasir. Sebelum 
kawasan hutan dialihfungsikan, sebanyak 
84% Kepala Keluarga memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap.  
Akan tetapi setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan, sebanyak 34% Kepala 
Keluarga meninggalkan mata 
pencaharian sebagai penggarap dan 
beralih ke mata pencahariaan yang lain 
yaitu sebagai buruh bangunan, pedagang, 
buruh di kota, sopir dan lainnya. 
Peralihan mata pencaharian tersebut 
dikarenakan Kepala Keluarga sudah 
merasa pendapatan mereka dari hasil 
menggarap sudah tidak lagi cukup dan 
juga pemberitahuan dari petugas bahwa 
kawasan hutan akan ditutup.  
Tidak hanya beralihmata pencaharian, 
ada juga Kepala Keluarga yang bertahan 
pada mata pencaharian sebagai 
penggarap yaitu sebanyak 50%. Hal 
tersebut dikarenakan tidak adanya mata 
pencaharian lain yang dapat 
menggantikan mata pencaharian mereka 
sebagai penggarap. 
Beralihnya mata pencaharian secara 
langsung juga mengurangi persentase 
kepemilikan lahan garapan. Sebelum 
kawasan hutan dialihfungsikan sebanyak 
84% Kepala Keluarga memiliki lahan 
garapan di kawasan hutan, aakan tetapi 
setelah kawasan dialihfungsikan 
sebanyak 34% Kepala Keluarga telah 
meninggalkan lahan garapannya. 
Selain itu dampak sosial dapat 
diketahui dengan adanya peningkatan 
jenis mata pencaharian yang dimiliki 
Kepala Keluarga sebelum dan sesudah 
peralihan kawasan hutan. Peningkatan 
tersebut dapat diketahui dari  keadaan 
sebelum peralihan kawasan hutan hanya 
terdapat 6 jenis mata pencaharian yaitu 
sebagai penggarap, penyadap,buruh 
angkut, buruh bangunan, berdagang dan 
penjahit.  
Setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan, jenis mata pencaharian 
yang dimiliki oleh Kepala Keluarga 
bertambah menjadi 13 jenis mata 
pencaharian yaitu sebagai penggarap, 
penyadap, buruh bangunan, warung, 
berternak, buruh di kota, bertani, 
pengumpul karet, ternak ikan, sopir, 
berdagang, penjahit, guru. Peningkatan 
jenis mata pencaharian ini menunjukkan 
bahwa dengan adanya peralihan kawasan 
hutan masyarakat menjadi lebih 
terdorong untuk mengunakan  dan 
mengembangkan kemampuan usahanya 
dibidang yang lain. 
Dampak sosial lainnya yaitu terkait 
dengan interaksi masyarakat dengan 
kawasan hutan yaitu berupa pemanfaatan 
hasil hutan. Sebelum kawasan hutan 
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dialihfungsikan, 100% Kepala Keluarga 
memanfaatkan kayu bakar dari kawasan 
hutan. Akan tetapi setelah kawasan hutan 
dialihfungsikan, sebanyak 7% Kepala 
Keluarga sudah tidak lagi menggunakan 
kayu bakar dikarenakan Kepala Keluarga 
sudah beralih menggunakan kompor 
berbahan bakar gas untuk digunakan 
keperluan rumah tangga sehari – hari.  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Kesimpulan hasil penelitian 
tentang dampak peralihan kawasan hutan 
terhadap kondisi sosial ekonomi 
masyarakat desa di sekitar kawasan 
hutan, yakni;  Aspek Sosial, Pertama, 
secara umum sebelum kawasan hutan 
dialihfungsikan sebanyak 84% Kepala 
Keluarga memiliki mata pencaharian 
sebagai penggarap serta memiliki lahan 
garapan di kawasan hutan, lalu setelah 
kawasan hutan dialihfungsikan sebanyak 
34% Kepala Keluarga tidak lagi 
menggarap serta meninggalkan lahan 
garapannya; Kedua, meningkatnya jenis 
mata pencaharian yang dimiliki Kepala 
Keluarga sebelum dan sesudah peralihan 
kawasan hutan (dari 6 jenis menjadi 13 
jenis mata pencaharian);  
 Aspek Ekonomi, Pertama 
penurunan pemanfaatan kayu bakar oleh 
Kepala Keluarga sebelum dan sesudah 
peralihan kawasan hutan (dari 100% 
menjadi 97% Kepala Keluarga yang 
memanfaatkan kayu bakar); Kedua, 
terjadi penurunan pendapatan terkecil 
Kepala Keluarga yang memiliki mata 
pencaharian sebagai penggarap (dari 
Rp.800.000,00 sebelum kawasan hutan 
dialihfungsikan menjadi Rp 500.000,00 
setelah kawasan hutan dialihfungsikan). 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah disimpulkan di atas, dapat 
diberikan beberapa saran terkait dampak 
peralihan kawasan hutan terhadap 
kondisi sosial ekonomi masyarakat desa 
disekitar hutan, yaitu: Penyuluhan, 
Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan 
Usaha Terhadap Kepala Keluarga 
Upaya penyuluhan haruslah 
dilakukan agar masyarakat menyadari 
bahwa hutan harus dijaga kelestariannya. 
Selain itu pelatihan dan pembinaan 
keterampilan usaha harus diberikan 
kepada Kepala Keluarga agar pendapatan 
mereka meningkat. Upaya penyuluhan 
dan pelatihan kepada masyarakat 
haruslah dilakukan oleh pihak Taman 
Nasional yang berkerjasama dengan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan pengusaha. 
Pembentukan Usaha Kecil Menengah 
(UKM) 
Pembentukan UKM sebagai 
wadah untuk menyalurkan hasil 
kreatifitas masyarakat yang bernilai 
ekonomis. 
Bantuan Modal Usaha Dari 
Pemerintah 
Pendapatan masyarakat 
kampung Lembur Pasir tidaklah besar 
yaitu Rp 500 ribu/bulan – Rp 1.5 
juta/bulan. Untuk itu bantuan modal 
usaha sangatlah dibutuhkan agar 
pendapatan masyarakat meningkat dan 
masyarakat tidak lagi menggantungkan 
pendapatannya dari hasil hutan dan 
sebagai pengganti lahan garapan yang 
tidak bisa lagi digarap oleh masyarakat. 
Bantuan modal usaha tersebut tidaklah 
dalam bentuk uang, akan tetapi dalam 
bentuk yang lain seperti hewan ternak 
(sapi, kambing, dan ayam) dan peralatan 
yang mendukung untuk mengembangkan 
usaha serta keterampilan masyarakat. 
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